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(1) Pemerintah Daeratr melaftri Dina.s melikrrkan pengawasan terhadap Sekolatt
Menengatr Tingkat Pertarrra dalam rangka pembinaan, pengembangan,
perlindungan, peningf,<atar:. rnufir dan pelayanan Sekolah Menengatr
bersangkutan.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
administrasi sekolah.

(3) Pengawasan sebagaimana ctirnaksud pada ayat (1) dan (2), clilakukan oleh
pengauras Sekolah Menengatr.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagairnana dim.aksud pada ayat (1.), ayat (2) dan
ayat (3), diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-Unda4gan
yang berlaku.

BAB VII
IISITIYTIIAil PENALITIAIT

Pasal 15

Segala Peraturan PerundangUndangan dan ketentuan yang telah ada sebelum
Perahrran Bupati ini, separrjang tidak bertentangan dengan Perahrran Bupati ini
masih tetap berlaku.

BAB VIII
XETETTI'AT PEilUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuirya, rneno.erintahkan. pengunda:agan Peraturan ini,
dengan pene.m.pa.tannya dalam Berita Daerah Kabupaten sintang,

Ditetapkan di Sintang
tangEal ?z PeExv*t+. 20L6
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BUPATI SINT'ANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUI'ATI SINTANG

NOMOR 13 'fAHUN 201.6

TENTANG

FENDIRI.AN UNIT SEKOLAH BARU SEKOI,AH MENEI{GAH PERTAMA NBGERI
DI KAE}UPATEN SINTANG TAI{UI\[ 2OL6

DENGAN RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BIJPATI SINTANG,

batrwa sesuai Pa.sal 28 Ferahrran Pemerintah Nomor L7
Talrun ?ALA tentang Penyelenggaraan Pendidikan, batrwa
Bupati ber{anggung jawab mengelola sistem pendidikan di
daerahnya dan menrmrrskan serta menetapkan kebijakan di
bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna
mengembangkan kemarnpuan dan mernbenflrk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangfta
mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui
proses pembel4iaran dengan metode komprehensif yang
menyenttrh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik,
pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan.
dan pernberdayaan semrra kornponen masyarakat sehingga
tercapai hrjuan Fendidikan Nasional;

bahwa untuk melaksar:akan rnaksud dalam huruf a tersebut
di atas dan ctralam upaya pemerataan pembangunan di
bidang pendidikan di l(ecamatan dan peningkatan daya
tampung bagi Lulusan Sekr,latr Dasar serta meningfuatkan
mutu dan efrsiensi tingkat pendidikan Sekola.l. Menengah
Pertama dipanclang perlu unhrk mengatur Pendirian lJnit
Sekolah. Bartr Selrolah Menengatr Pertama Negeri di
Kabtrpaten Sintang;

bahwa berdasarkan. pertfunbangan dalam huruf a dan huruf
b tersebut di atas, per{u ctitetapkan de-ngan Peraturur Bupati
Sintang;

Undang-Undang Nom or 27 Tahun 1959 tentang Perletapan
Undang-Undang Darrurat Nomor 3 Tahun L953 terrtang
Pembenfllkan. Daeratr Tingkat II Di Iklimantan (Lembaran
Negara Republik Indorresia Tahun 1953 Nomor 9, Tarn.tlahag
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 352) sebagai
undang-undang (Iembaraan tr{egara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan kmbaran Negara
Reoublik Indonesia Nornor 1B2O!;

b.

Me.ngingat : 1.


